
 

SALINAN 

 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 62 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN 

TINGICAT PERTAMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka 
guna penyaluran dan pemanfaatan dana non kapitasi 
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama perlu diatur 
mekanismenya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 
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5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang - Undang Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5372); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata 
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6219); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 130); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 874); 

14. Peraturan. Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
10 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
98); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN DAN 
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN 
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN 
TINGKAT PERTAMA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat; 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat; 

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut dinas adalah 
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat; 

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; 

6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya 
disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan 
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non 
spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, 
pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya; 

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang 
selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum 
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan 
Kesehatan; 
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8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN 
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta 
memperoleh manfaat kesehatan yang diberikan kepada 
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya 
dibayar oleh pemerintah; 

9. Dana Non Kapitasi adalah dana klaim atas pelayanan yang 
diberikan kepada peserta JKN di FKTP beserta jaringannya; 

10. Pelayanan adalah jasa yang diberikan kepada pasien dalam 
rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan 
kesehatan lainnya; 

11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat; 

12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas BUD. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk 
menjadi landasan hukum dalam penyaluran dan 
pemanfaatan dana non kapitasi JKN di FKTP. 

(2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk 
memberikan pedoman dalam penyaluran dan pemanfaatan 
dana non kapitasi JKN di FKTP secara tepat guna dan tepat 
sasaran. 

BAB III 

KOMPONEN PEMBIAYAAN 

DANA NON KAPITASI 

Pasal 3 

Komponen pembiayaan dana non kapitasi JKN di FKTP beserta 
jaringannya terdiri dan: 

a. pelayanan ambulan; 

b. pelayanan obat program rujuk balik; 

c. pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik; 

d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan 
terapi krio; 

e. rawat map tingkat pertama; 

f. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh 
bidan atau dokter; 

g. pelayanan KB berupa MOP/Vasektomi; 

h. kompensasi pada daerah yang belum tersedia fasilitas 
kesehatan yang memenuhi syarat; 
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i. darah di FKTP, 

j. pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 

BAB IV 

PENYALURAN DAN PEMANFAATAN 

DANA NON KAPITASI 

Pasal 4 

(1) Pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi JKN pada 
FKTP harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidan.g pengelolaan keuangan daerah. 

(2) Dana non kapitasi yang telah disetorkan oleh BPJS/FKTP ke 
rekening Kas Daerah dapat dimanfaatkan kembali oleh dinas 
dengan cara membuat dan mengusulkan dalam bentuk 
program dan kegiatan pada RKA DPA SKPD dinas. 

(3) Dalam hal dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) setelah dialokasikan di DPA SKPD Dinas Kesehatan, 
maka berdasarkan klaim dan i FKTP, Kepala Dinas 
mengajukan SPM kepada Kepala BPKAD/Kuasa BUD untuk 
diterbitkan SP2D ke rekening dinas cq. FKTP. 

(4) Kepala BPKAD/Kuasa BUD berdasarkan SPM Kepala Dinas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan SP2D dan 
dikirimkan ke Bank Kalteng agar ditransfer ke rekening 
dinas cq. FKTP. 

Pasal 5 

Pemanfaatan dana non kapitasi JKN harus sesuai komponen 
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 
dibayarkan secara utuh sebagai jasa pelayanan. 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 

Klaim dan i FKTP yang telah diajukan ke Dinas Kesehatan 
terhadap pelayanan/ kegiatan/ kompensasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan pada FKTP di tahun 
2019 dan 2020 tetapi belum direalisasikan transfer dananya ke 
rekening dinas cq. FKTP maka dapat diproses untuk penerbitan 
SPP, SPM dan SP2D menurut Peraturan Bupati mi. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkannya dan diberlakuan surut sejak tanggal 1 Januari 
2020. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 26 Oktober 2020 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 26 Oktober 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 62 

ai dengan aslinya 
N HUKUM, 

..------ 

0, SH 
16 199903 1 009 
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